
 
BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 16 TAHUN 2024 
TENTANG 

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KAYONG UTARA, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682); 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 41); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP 
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten Kayong Utara. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas 
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, 

dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 
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BAB II 
PENGANGGARAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP 

 

Bagian Kesatu 
Penganggaran 

 
Pasal 2 

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa 

setiap tahun anggaran. 
 

Pasal 3 
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai aparatur 
sipil negara. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. sekretaris Desa; 
b. kepala urusan pada sekretariat Desa; 

c. kepala seksi; dan 
d. kepala dusun. 

 
Bagian Kedua 

Besaran Penghasilan Tetap 

 
Pasal 4 

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
ditetapkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap 

bulan. 
(2) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) ditetapkan setiap bulan sebesar: 

a. sekretaris Desa Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah); dan 

b. kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun Rp2.600.000,00 (dua juta 
enam ratus ribu rupiah). 

 
Pasal 5 

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2024. 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 12) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong 
Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala 
Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 
Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. 

 
 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 19 Juni 2024 

 

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA, 
 

                      TTD 
 

                ROMI WIJAYA 
 
Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal 19 juni 2024 
 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA, 

 
        TTD                    
 

RENE RIENALDY 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 16 
 


